KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Wakil Ketua DPR panggil produsen Mie, jelang lebaran, jangan ada PHK

: Rabu, 25 Februari 2026
: Rakyat Merdeka

Wakil Ketua DPR Panggll Produsen Mie

Jelang Leharan, Jangan Ada PHK

Senayan menyoroti produsen mie instan di Gresik, Jawa Timur

(Jatim), melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap &

ratusan karyawannya di fasilitas produksi. Kebijakan tersebut
dinilai tak tepat karena dilakukan menjelang Lebaran,

WAKIL Ketua DPR Sufmi
Daseo Ahmad menyampatkan
pihaknya sudah melakukan
koordinasi dengan perusahaan
tersebut, PT Karunia Alam Se-
aar, Mereka diminta menyetop
PPHK yang terjadi karena situasi
saat ini bertepatan dengan bulan
Ramadan dan mendekati Hari
Raya Idul Fitri.

“Kebijakan PHE di momen se-
perti ini seharusnya dapatdihindari
karena dapat memicy keresahan
pekerja,” wjar Dasco di Gedung
PR, Jakarta, Selasa {24 22026)

Daseomengaku belum adaren-
cani untuk melakukan kunjungan
langsung ke perusahaan tersehut
atau menggelar pertemuan anjut-
an ferkait PHE. Sebab komitmen
yang telah disampatkan perusaha-
an sudah cukup.

"Kami sudab berkoordinasi
dan saya pikir para pekerja
dapat kembali tenang bekerja,

sehingga sama-sama berpuasa
dengan tenang dan menghadapt
Lebaran dengan tenang," Kala
politikus Gerindra in.

Anggota Komisi [X DPR
Zainul Munasichin menambale
kan, perlu ruang dialog antara
mangjemen dan pekerja schingga
perscalan ketenagakerjan dapat
diselesatkan tanpa merugikan
karyawan.

“Dialog dam musyawarah ha-
rus dikedepankan sebelum me-
ngambil keputusan yang ber-
dampak besar terhadap nasib
pekerja,” war Zainul dalam kete-
rangannya, Selasa (24:22026).

Zainul menegaskan, momen-
tum Ramadan harus menjadi
perhatian khusus bagi scluruh
perusahazn agar tidak ada vang
melakukan PHE terhadap karya-
wannya. Terlebih jika motifnya
untuk menghindari kewajiban
membayar THR. “Jika itu di-

Sufmi Dasco Ahmad

lakukan, jelas merupakan pe-
langgaran dan mencederal hak
pekera,” tegas politikus PKB ni,
Zainul mengingatkan, seluruh
perusahaan wajib membayar
THR kepada pekerja sesuai Pe-
raturan Menten: Ketenagakerja-
an{Permenaker) Nomor 6 Tabhun
2016, Isinya, pembayaran THR
bag karvawan swasta wajib di-
[akukan paling lambat tujuh har
sehelum hari raya keagamaan,
la menegaskan, regulasi ke-
wajiban pembayaran THR ter-
hadap karymwan sudah jelas dan

harus dilakukan paling Lambat
tujuh hari sebelum hari raya.
Jadi, jangan ada perusahaan
yang beralasan melakukan PHK
arera masalah keuangan. "Pa-
dahal sebenarnya hanya ingin
lari darl tanggung jawab mem-
bayar THR." ucapoya.

la mendorong Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker)
dan dinas tenaga kerja di dae-
rah meningkatkan pengawasan,
khususnya menjelang hari raya,
guna memastikan hak-hak pe-
kerja terlindungt. Jaga stabilitas
hubungan industrial vang schat,
tidak hanya bagi-kesejahteraan
pekerja, tetapl juga untuk men-
jaga produkeivitas dan keber-
langsungan usaha sccara jangka
panjang,

“Perusahaan dan pekerja ada-
lah mitra, Jika komunikasi di-
bangun dengan baik, maka so-
lusi terbaik bisa ditemukan tanpa
harus mengorbankan hak-hak
pekerja.” tandasnya,

Sementara, Human Resourees
and General Affairs PT Karu
nia Alam Segar, Peter Sindaru
membantah kabar PHK mas-

sal terhadap 400 karyawan-
nya dalam rangka menghindari
kewajiban pembayaran THE.
Langkah i diambi] bukan
karena momen tertentu, tetapi
karena dinamika permintaan
pasar dan kebutuhan produksi.

Dia bilang, sebagat industri ma-
nufukiur padat karya, operasional
perusahaan sangat dipengaruhi
alch dinamika permintaan pasar.
“Pemyestaian kapasitas produksi
merupakan bal yang kuzim dilaku-
kanuntuk menjaga keberlangsun-
aan usaha secara berkelanjutan,"
ujar Peter dalam kelerangannya,
Sclasa (24/22020).

Peter menjelaskan dalam men-
jalankan operasional, perusaha-
an kerap bekerja sama dengan
penyedia jasa tenaga kerja untuk
memenuhi kebutuhan tambahan
saat produksi meningkat. Be-
attu kebutuhan menurun, jumlsh
tenaga kerja pun disesuaikan.,

"Mekanisme ini merupakan
praktik umum dalam industri
manufaktur dan telah dijalankan
sesual dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan
yang berlaku," tegasnya. mTiF
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